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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Ek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasriani binti Suren, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Batu

Kede,  Desa  Batu  Kede,  Kecamatan  Masalle,  Kabupaten

Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

Amir bin DG. Menre, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Batu Kede, Desa Batu

Kede,  Kecamatan  Masalle,  Kabupaten  Enrekang,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  02 Desember

2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari

itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  374/Pdt.G/2019/PA.Ek,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  sah  yang  telah

melangsungkan  perkawinan  pada  hari  Ahad,  08  Januari  2006

sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  15/02/II/2006,  yang

dikeluarkan oleh Kantor  Urusan Agama Kecamatan Towuti,  Kabupaten

Luwu Timur, tanggal 02 Februari 2006; 
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah  kebun  selama  2  tahun  kemudian  membuat  rumah  bersama

selama 10 tahun dan telah bergaul  sebagaimana layaknya suami istri

serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Al Marasita binti

Amir,  umur  12  tahun  dan  anak  tersebut  tinggal  bersama  dengan

Penggugat;

3. Bahwa  sejak  semula  pernikahan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat

dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan antara lain :

a. Bahwa  Tergugat  suka  minum-minuman  keras  dan

mabuk-mabukan;

b. Bahwa  Tergugat  sering  cemburu  buta  dengan  menuduh

Penggugat menjalin hubungan dengan lain laki-laki lain;

c. Bahwa  Tergugat  suka  marah-marah  tanpa  ada  alasan  yang

jelas  dan  ketika  dalam  keadaan  marah  Tergugat  sering  mengusir

Penggugat; 

4. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pada  tahun  2018  yang  akibatnya

Penggugat  dan Tergugat  pisah  tempat  tinggal  yang  telah  berlangsung

selama 1 tahun hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat

dan Tergugat;

5. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

komunikasi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  hanya  sebatas  persoalan

anak;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga

tersebut  dengan  berbagai  cara  namun  tidak  berhasil  dan  atas  sikap

Tergugat  tersebut  Penggugat  merasa  tidak  sanggup  lagi  untuk  hidup

bersama  dengan  Tergugat,  dan  ingin  mengakhirinya  dengan  jalan

perceraian;  
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  shughra Tergugat  (Amir  bin  DG.  Menre)

terhadap Penggugat (Hasriani binti Suren); 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku; 

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan Penggugat  dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempu  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  (Yusuf

Bahrudin, S.H.I) tanggal 31 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk  umum dengan  terlebih  dahulu  dibacakan surat  gugatan Penggugat

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

 Bahwa benar Tergugat pernah minum miras, namun hanya sedikit;

 Bahwa bahwa Penggugat sering pergi pagi pulang pagi;

 Bahwa  Tergugat  hanya  menegur  Penggugat  karena  Tergugat  mau

makan, sementara makanan tidak disiapkan;

 Bahwa Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat;

 Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;
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 Bahwa Tergugat masih ingin kembali rukun dengan Penggugat; 

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut,  Tergugat mengajukan duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat datang

menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menyatakan  telah  kembali  rukun

dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik

Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mengakui  berdamai  dengan

Tergugat,  dan  menyatakan  kembali  hidup  rukun  selayaknya  suami  isteri

maka  Penggugat  selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan

selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berupaya

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan kemudian Penggugat

dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

melanggar hak Tergugat sebab telah terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Tergugat  hadir  dalam  persidangan  dan  menyatakan  benar  telah  kembali

rukun,  untuk  itu  maksud  Penggugat  untuk  mencabut  gugatannya  dapat

dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

374/Pdt.G/2019/PA.Ek dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);   

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan  Agama Enrekang  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Januari  2020

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  18  Jumadil  Awal  1441  Hijriah  oleh

Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,  Naharuddin, S. Ag., M.H.

dan  Yusuf  Bahrudin,  S.H.I, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan

didampingi  oleh  Hj.  Suharni  Saleta,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
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Hakim Anggota 

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
1
.

Biaya ATK : Rp 50.000,00

2
.

Biaya Panggilan : Rp 400.000,00

3
.

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

4
.

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

5. Biaya Meterai : Rp    6.000,00
Jumlah  : Rp 516.000,00

       (lima ratus enam belas ribu rupiah)

                               

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Hj. Suharni Saleta, S.H.
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